



























KATA PENGANTAR



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) adalah System Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Peraturan Bupati No. : 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pegelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Untuk menindaklanjutinya Dinas Sosial menyusun Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2024.
Penilaian Risiko di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ini disusun sebagai upaya meminimalkan risiko pencapaian kegiatan, dan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.


									
Pandeglang,       September 2024.
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Pandeglang





WAWAN SETIAWAN, ST, M.PD
NIP. 19750903 200312 1 005
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BAB I
PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan dan pemerintah daerah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program / kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 
Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor  60 tahun 2008, dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan Penilaian Risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu ; ( 1 ) identifikasi risiko, dan ( 2 ) analisis risiko. 
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit / satuan kerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpanan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapain tujuan organisasi. 
SPIP terdiri LIMA unsur yaitu : ( a ) lingkungan pengendalian; ( b ) penilaian risiko; ( c ) kegiatan pengendalian; ( d ) informasi dan komunikasi; dan ( e ) pemantauan pengendalian  Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. 
Pendekatan pengelolaan risiko di Kabupaten Pandeglang berfokus pada:
1. Identifikasi Risiko : Melakukan pemetaan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, termasuk risiko operasional, keuangan, dan strategis.
1. Analisis dan Evaluasi Risiko : Menilai tingkat probabilitas dan dampak risiko untuk menentukan prioritas penanganan.
1. Strategi Penanganan Risiko : Merumuskan langkah-langkah mitigasi, seperti penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.
1. Pemantauan dan Pelaporan : Melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi strategi pengelolaan risiko dan menyusun laporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

B. DASAR HUKUM 

            Penyusunan  penilaian  risiko  Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berdasarkan atas beberapa aturan, dan sebagai Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada  : 

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah     sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan                         Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per – 688 / K / D4 / 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah ;  
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah ; 
7.   Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pandeglang ;
8.    Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di    
   Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 
C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

Penilaian Risiko dimaksudkan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Resiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi untuk melaksanakan pengendalian atas resiko yang menghambat proses pencapaian tujuan kegiatan. 

2. Tujuan 

Penilaian Risiko diharapkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan kegiatan. 

D. RUANG LINGKUP 

              Ruang lingkup Penilaian Risiko meliputi semua Bidang dan Sekretariat yang berada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandelglang yang terdiri dari  : 

1. Sekretariat; 
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial,
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

              Ruang lingkup pengelolaan risiko di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mencakup batasan konsep dan konteks yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengelolaan risiko untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang lingkup ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

Berikut hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko: 
1. Pengelolaan risiko mencakup seluruh Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah. Setiap bagian/bidang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis pemerintah daerah. 

1. Pengelolaan risiko meliputi berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu :  

1. Risiko Strategis Perangkat Daerah : Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.  
1. Risiko Operasional Perangkat Daerah : Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti : 
1. Dokumen Perjanjian Kinerja;
1. Renja Perangkat Daerah

1. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III. 

Kegiatan Sekretariat :

a. 	Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, program kerja dan anggaran; 
b.	Penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

Bidang Pemberdayaan   : 

a.	Perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan sosial; 
b. 	Penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
c.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan ; 
d.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pemberdayaan masyarakat; 
e.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan kebijakan potensi dan sumber daya sosial; 

     Bidang Rehabilitasi Sosial 

Melaksanakan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan. Dalam kegiatan ini Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan  :
a.	Penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial; 
b.	Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan; 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan : 

a. 	Perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
 b.	Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial; 
c.	Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial; 
d. 	Pelaksanaan inventarisasi data tentang kemiskinan, PMKS dan PSKS; 
e. 	Pelaksanaan penyediaan informasi data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
f. 	Pelaksanaan pelaporan pengelolaan data kemiskinan, PMKS dan PSKS; 


BAB II
PROFIL DINAS SOSIAL 



A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial  Kabupaten Pandeglang atau biasa disebut Dinsos adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( SKPD ) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Serang Km. 3,5 No. 5 A. Dinas ini mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 Susunan Organisasi Dinas Sosial, antara lain adalah sebagai berikut : 
Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 
	1
	[bookmark: _Hlk202028605]Sekretaris dibantu Pelaksanaan tugasnya oleh :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Analis SDM Aparatur Subag Umum dan Kepegawaian 
c. Perencana Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

	2
	[bookmark: _Hlk202028632]Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh 3 (Tiga) Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial

	3
	BidangRehabilitas Sosial dibantu oleh 3 (Tiga) Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitas Sosial

	4
	Bidang  Perlindungan dan Jaminan Sosial,  dibantu oleh 3 (Tiga) Penyuluh Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;



 Secara lengkap, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang seperti pada Tabel I sebagai berikut :
 

KEPALA DINAS
WAWAN SETIAWAN, ST., M.Pd
NIP. 19750903 200312 1 005

[bookmark: _Hlk202029236]



	SEKRETARIS
NANAN YOGANTA  WIDJAYA, S.IP
NIP. 19781201 200212 1 003

H. TB AGUS MUHIDIN,S.Sos
NIP. 19701207 199703 1 006



1. ANALIS SDM APARATUR SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 


1. PERENCANA SUBAG PERENCANMAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
LELI NURJANAH,SE
NIP. 19730709 200801 2 003
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL 
IDA MULYANI
NIP.
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

PENYULUH SOSIAL  BIDANG REHABILITASI  SOSIAL
ENOK HERAWATI,SE 
NIP.19720817 199802 2 002






KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
MOKHAMMAD DAHLANI,SH
NIP.19800627 201407 1 001












KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
TATA WIJAYA
NIP. 19741012 201001 1 008






	PENYULUH SOSIAL BIDANG  PERLINDUNGAN DAN          JAMINAN SOSIAL
IIK IHROMNI,SE
NIP. 19770611 200212 1 006
PENYULUH SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL




PENYULUH SOSIAL  BIDANG REHABILITASI SOSIAL 


PENYULUH SOSIAL  BIDANG PEMBERDAYAAN  SOSIAL
NURMAH,SE
NIP. 19840115 200501 2 004
PENYULUH SOSIAL BIDANG  PERLINDUNGAN DAN                       JAMINAN SOSIAL

                    







	

	


PENYULUH SOSIAL BIDANG  REHABILITASI SOSIAL 


PENYULUH SOSIAL BIDANG  PERLINDUNGAN DAN                       JAMINAN SOSIAL

                    


  PENYULUH SOSIAL  BIDANG PEMBERDAYAAN  SOSIAL





B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

			Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial; 
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial;
1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial; 
1. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial; 
1. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas sosial; dan
1. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah urusan umum dan kepegawaian, dan Evaluasi Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi  : 

a. 	Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, kegiatan dan anggaran; 
b. 	Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; 
c. 	Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
d. 	Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 
e. 	Pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ); dan 
f. 	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas. 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi  : 

a. 	Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, program kerja dan anggaran; 
b.	Penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;dan 
d. 	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris. 


Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Pemberdayaan masyarakat serta Potensi dan Sumber daya Sosial. 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi  : 
	      Perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan sosial; 
a. 	Penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
b.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan; 
c.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan pemberdayaan masyarakat; 
d.	Perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pembinaan kebijakan kebijakan potensi dan sumber daya sosial; 
e. 	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

      Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan. 
Dalam melaksanakan tugas  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi  :

a.	Penyusunan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial; 
b.	Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan; dan 
c.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

        Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. 
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. 
Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi : 
a. 	Perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
 b.	Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial; 
c.	Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial; 
d. 	Pelaksanaan inventarisasi data tentang kemiskinan, PMKS dan PSKS; 
e. 	Pelaksanaan penyediaan informasi data kemiskinan, PMKS dan PSKS;
f. 	Pelaksanaan pelaporan pengelolaan data kemiskinan, PMKS danPSKS; 
g.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan    
  fungsinya.

Pada masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Koordinator mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
Kelompok Jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Ketentuan mengenai pembagian tugas Ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul pimpinan Unit Kerja. 
Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat terdiri dari  :
- Perencana Ahli Muda
- Analis SDM

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari 3 ( Tiga ) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Terdiri dari 3 ( Tiga ) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Terdiri dari 3 (Tiga) Jabatan fungsioanal Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial

C. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

			Misi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang  merujuk pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpill;ih Melalui Misi Kedua dan Misi Ketiga. 
Misi Kedua yaitu “ Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ” dengan Sasaran yang ingin capai pada misi kedua ini yaitu ( 1 ) Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial ( 2 ) Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan. 
Sedangkan Misi Ketiga yang diemban adalah “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ” dengan Sasaran yang ingin capai pada misi ketiga ini yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.   
Untuk mendukung sasaran RPJMD yang tertuang dalam renstra tersebut, Dinas Sosial melakukan  langkah - langkah sebagai berikut  : 

0. verifikasi dan validasi data fakir miskin
0. penanganan  PMKS, 
0. penanganan pasca bencana, 
0. peningkatan pelayanan publik, 
0. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, 
0. pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan jaminan sosial. 
               Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam bidang sosial, dalam upayanya untuk melaksanakan : 
1. Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
1. Jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk menjamin fakir miskin, anak telantar, lanjut usia telantar,  penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan  social ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
1. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan / atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  ;
1. Perlindungan sosial dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai  dengan kebutuhan dasar minimal.
Faktor penyebab kemiskinan sebagian besar karena masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ), ketidakmampuan fisik / cacat, sosial psikologis, dan letak geografis sehingga sering timbulnya bencana. Akan berdampak pada munculnya permasalahan sosial lainnya seperti kerawanan sosial, tindak kejahatan yang memicu disintegrasi sosial, yang disertai / diwarnai juga dengan adanya keterlantaran, gelandangan dan pengemis, penyalahgunaan narkotika korbankorban tindak kekerasan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemiskinan. Sehingga timbul kasus anak berhadapan dengan hukum ( tindak kriminalitas ), juga praktek - praktek prostitusi yang dilakukan oleh anak  baik sebagai pelaku maupun korban. Kondisi ekonomi keluarga mendorong lemahnya fungsi pengawasan dan pemenuhan kebutuhan anak. Faktor lingkungan dan akses terhadap penciptaan aktivitas anak di jalanan juga mendorong perilaku anak untuk menyalurkan kreativitasnya di jalan seperti tempat keramaian, pusat perbelanjaan, tempat - tempat hiburan, sehingga berkembang tanpa disadari pola - pola tersebut menjadi aktivi tas yang rutin dan dijadikan cara untuk memperoleh hadiah / uang / sesuatu dari orang lain. Aktivitas anak di jalanan juga rentan terhadap kasus - kasus kekerasan, eksploitasi dan anak rentan terhadap sasaran kejahatan / pelecehan seksual.  
Masalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi jika diabaikan dan tidak ditangani, juga rentan terhadap timbulnya kasus - kasus prostitusi, trafficking atau perdagangan perempuan. Wanita Rawan Sosial Ekonomi merupakan wanita yang memiliki beban ganda, disamping sebagai ibu rumah tangga juga berperan sebagai pencari nafkah. tanggung jawab           suami / keluarga tidak maksimal lagi karena himpitan ekonomi, sehingga pasangannya rawan terhadap masalah - masalah sosial ekonomi. Fenomena kasus penyalahgunaan narkotika dan pengedarannya haruslah tetap diwaspadai, karena kasus ini juga rentan terhadap timbulnya / munculnya kasus HIV Aids yang ditemukan di masyarakat. Kekerasan yang menimpa wanita dan anak - anak masih dianggap sebagai urusan domestik rumah tangga / keluarga yang bersangkutan dan urusan pihak luar. Undang undang melindungi hak dan kemerdekaan bagi siapapun serta memandang tindak kekerasan adalah sudah merupakan kejahatan dan bersentuhan dengan hukum. 
Tahun 2021 - 2023 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) terus berkembang di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak Pekerja Sosial Profesional (PSP) sebanyak 179 ( Seratus Tujuh Puluh Sembilan ), Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) 1179 ( Seribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan ), Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) sebanyak 210 ( Dua Ratus Sepuluh ), Karang Taruna ( KT ) sebanyak 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ), Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) sebanyak 50 ( Lima Puluh ), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) sebanyak 35 ( Tiga puluh lima ). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya - upaya penanggulangan masalah sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sehingga dapat dijadikan salah satu potensi dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang yang didukung oleh semua pihak. 
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui pendekatan dalam Balai sosial. Pendekatan dalam balai dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan keterampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitas. Dinas Sosial mempunyai Rumah Singgah, Rumah Aman Anak, Tempat Penampungan ODGJ Sementara, dan Wisma Nini Aki yang didalamnya terdapat 10 Orang Lanjut Usia yang diberikan tempat tinggal dan di jamin kebutuhan dasarnya, Terdapat 50 LKSA / LKSU / LKS - PD Yang ada di Kabupaten Pandeglang yang nantinya lembaga tersebut berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Rehabilitasinya. 



D. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA TA. 2024

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan indikator program adalah Nilai Reformasi Birokrasi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator program ini adalah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah meliputi : 
a.  Penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan indikator program ini adalah 
      Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Awal, Renja 
      Perubahan, FGD);
b.  Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indicator program ini adalah 
      Jumlah Perencanaan Dokumen RKA;
c.  Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indicator program ini 
      adalah Jumlah Dokumen Perubahan perencanaan RKA;
d.   Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan indicator program ini adalah 
       Jumlah Perencanaan Dokumen DPA; Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
       SKPD dengan indicator program ini adalah Jumlah Perencanaan Dokumen 
       Perubahan DPA;
e.  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
      Kinerja SKPD  dengan indicator program ini adalah Jumlah dokumen Laporan 
      Capaian Kinerja SKPD (IKU, RKT, PERKIN dan PERKIN PERUBAHAN)
f.  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator program ini adalah 
      Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan 
      Bulanan, Triwulanan, Tahunan, LAKIP, LPPD, SPM) 
2) Administrasi Keuangan dengan indikator program ini adalah persentase penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas, meliputi :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator program ini adalah jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator program ini adalah jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah;
      c.     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  
              Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator program ini adalah Jumlah BMD Perangkat Daerah meliputi ;
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator program ini adalah jumlah laporan BMD Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi :
a. Fasilitasi Kunjungan Tamu
b. Penyediaan  Peralatan Rumah Tangga
c. Penyelesaian Peralatan dan perlengkapan kantor
       5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
             meliputi : 
a.  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan indikator Jumlah unit barang perangkat daerah.  
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi ;
a.   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan indikator adalah Jumlah penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
b. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator adalah jumlah waktu penggunaan jasa pelayanan umum kantor perangkat daerah 
         7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
          Daerah, meliputi :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indikator jumlah unit barang operasional yang dipelihara.
b.  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan indikator Jumlah gedung/bangunan perangkat daerah. 

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi :
a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, 

B. Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Meliputi :

1. Program Pemberdayaan Sosial, indikator program ini adalah persentase lembaga sosial PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS. Dengan Sub Kegiatan : 
1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, meliputi :
· Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat 
· Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
1. Program Rehabilitas Sosial, Indikator Program ini adalah Persentase PMKS memperoleh Perlindungan dan Pehabilitas Sosial, meliputi :
1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, meiputi :
· Penyediaan Alat Bantu;
· Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
· Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
· Pemberian Layanan Rujukan;
· Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
· Pemberian Bimbingan Fisik ,Mental, Spiritual dan Sosial.
1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, meliputi :
· Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya Bukan Korban      HIV / AIDS dan NAPZA.
                  -    Penyediaan Perbekalan kesehatan 
1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator Persentase PMKS memperoeh perlindungan dan jaminan Sosial, meliputi :
1. Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar, meliputi :
· Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah, meliputi :
· Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
· Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
· Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
1. Program Penanganan Bencana, meliputi :
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota, meliputi :
· Penyediaan Makanan
· Penyediaan Sandang 
b.  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 
     Bencana Kabupaten/Kota, meliputi :
· Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.















BAB III
PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 



Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah memiliki sikap prilaku yang positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen bersih. Pimpinan instansi pemerintah menunjukan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia yang baik. Pimpinan instansi pemerintah memiliki kepemimpinan yang kondusif yang mendukung pengendalian intern yang efektif, struktur organisasi instansi pemerintah dan metode pendelegasian, wewenang dan tanggungjawab memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. 

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

           Urusan sistem pengendalian intern pemerintah/SPIP terdiri dari beberapa unsur, yaitu : Lingkungan pengendalian ; penilaian resiko ; kegiatan pengendalian ; informasi dan kominikasi ; dan pemantauan pengendalian  intern. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciftakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan managemen yang sehat. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciftakan dan penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :
a. Penegakan integritas dan etika ;
b. Komitmen terhadap kompetensi ;
a. Kepemimpinan yang kondusif ;
b. Pemebentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
d. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
e. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif ; dan
f. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian oleh tim satuan tugas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten melalui control environment evaluation (CEE) diperoleh gambaran sebagai berikut :

TABEL 2
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
DINAS SOSIAL KABUPATEN PADEGLANG TAHUN 2024


	No
	Lingkungan Pengendalian
	Kondisi

	1
	Penegakan integritas dan etika
	Memadai

	2
	Komitmen terhadap kompetensi
	Kurang Memadai

	3
	Kepemimpinan yang kondusif
	Memadai

	4
	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
	Memadai

	5
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
	Memadai

	6
	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
	Memadai

	7
	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif
	Memadai

	8
	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
	Memadai



Berikut kami uraikan hasil penilaian awal dan survei persepsi terkait kondisi lingkungan pengendalian pada urusan wajib dan/atau pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, serta tantangan dalam sistem pengendalian intern untuk mendukung pengelolaan risiko yang efektif. 
Berikut adalah uraian hasil penilaian dan kesimpulan kondisi lingkungan pengendalian saat ini : 

1. Hasil Penilaian Awal
     	Penilaian awal dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara dengan pejabat dan staf terkait, serta observasi terhadap proses operasional di Dinas Dinas Sosial Penilaian ini berfokus pada lima elemen lingkungan pengendalian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu: 
1. Integritas dan Nilai Etika
      Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang telah menetapkan kode etik pegawai yang  mengacu pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti telah terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku/kode etik. : kurangnya sosialisasi rutin dan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Beberapa kasus pelanggaran disiplin pegawai menunjukkan perlunya penguatan budaya etika di lingkungan kerja).  
1. Komitmen terhadap Kompetensi
      Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugasnya. Namun, pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan, Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dan terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrsi secara berkala. : terdapat kesenjangan kompetensi teknis, terutama dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Program pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengembangan kapasitas, khususnya untuk urusan wajib). 
1. Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM
      Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai). Namun, insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja, pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dan adanya pemberian rewards dan atau punishmen atas pengelolaan resiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan resiko dalam penilaian kinerja. : Asessment pegawai belum dilakukan secara menyeluruh dalam penguatan sistem manajemen SDM).
1. Kepemimpinan yang Kondusif
      Pimpinan dinas menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan risiko melalui penyusunan rencana kerja yang mempertimbangkan potensi risiko. Namun, pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, rencana strategis dan rencana kerja pemda talah menyajikan imformasi mengenai risiko. : koordinasi antar unit kerja masih perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan pelaksanaan tugas, terutama pada urusan pilihan seperti [contoh: pengembangan pariwisata atau pemberdayaan UMKM].
1. Peran APIP Yang Efektif
      Inspektorat daerah telah melakukan reviu atau efisiensi / efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik, melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya, memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP, dan telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Namun demikian masih ditemukan kondisi, : Penatausahaan Kas Belum Memadai, Pengelolaan Persediaan Pada 37 Perangkat Daerah Belum Memadai, Pencatatan Aset Tetap Tanah di Bawah Jalan dan Aset Tetap Jalan Belum Memadai, Pemanfaatan BMD pada Pabrik Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Umbi Porang Belum Sesuai Ketentuan, Kesalahan perencanaan dan penganggaran, Penatausahaan persediaan belum tertib (pencatatan, penyimpanan, pengeluaran, kartu stok dll), Penatausahaan aset tidak tertib, Penataausahaan pengelolaan keuangan kurang tertib, Bukti perjalanan dinas tidak lengkap dan sah, Kurang pungut, terlambat setor pajak dan pajak tidak disetor dan Bukti pertangunggjawaban pengelolaan keuangan tidak lengkap, tidak sah dan tidak diyakini kebenarannya).

1. Hasil Survei Persepsi
      Survei persepsi dilakukan terhadap pegawai internal Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat penerima layanan, untuk menilai efektivitas lingkungan pengendalian. Survei ini menggunakan kuesioner dengan skala penilaian 1–4 (1-2 = kurang memadai, 3-4 = memadai). Hasil utama survei adalah sebagai berikut : 

TABEL 3
REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

	No
	Pertanyaan/Kuisioner
	 
	Simpulan Kuisioner CEE

	
	
	Modus
	

	A
	B
	O
	P

	A
	Penegakan Integritas dan Etika
	 

	1
	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dll)
	3
	Memadai

	2
	Pemda memiliki aturan perilaku (misal kode etik, pakta integritas dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
	3
	Memadai

	3
	Telah terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani ppengaduan masyarakat atas pelanggran perilaku/kode etik
	2
	Kurang Memadai

	4
	Pelanggaran perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti
	3
	Memadai

	B
	Komitmen Terhadap Kompetensi
	 

	1
	Standar kompetensi setiap pegawai / posisi jabatan telah ditentukan
	3
	Memadai

	2
	Pegawai yang kompten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan
	2
	Kurang Memadai

	3
	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan komptensi pegawai
	2
	Kurang Memadai

	4
	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala
	2
	Kurang Memadai

	C
	Kepemimpinan Yang Kondusif
	 

	1
	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelelolaan risiko
	3
	Memadai

	2
	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengandalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan
	2
	Kurang Memadai

	3
	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko / masalah
	3
	Memadai

	4
	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja
	3
	Memadai

	5
	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi pemda
	4
	 Memadai

	6
	Rencana / sasaran strategis pemda telah dijabarkan kedalam sasaran perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah
	4
	Memadai

	7
	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko
	2
	Kurang Memadai

	8
	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
	3
	Memadai

	D
	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan
	 

	1
	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan unit kerja yang tepat
	4
	Memadai

	2
	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
	3
	Memadai

	3
	Pegawai yang bertugas di perangkat daerah merupakan pegawai yang tetap daan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)
	4
	Memadai

	4
	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
	2
	Kurang Memadai

	E
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
	 

	1
	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat
	3
	Memadai

	2
	Pendekatan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
	3
	Memadai

	3
	Kewenangan direviu secara periodik
	2
	Kurang Memadai

	F
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM
	 

	1
	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)
	3
	Memadai

	2
	Rekrutmen, retensi, mutasi maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik
	3
	Memadai

	3
	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja
	2
	Kurang Memadai

	4
	Pemda telah menginternalisasikan budaya sadar risiko
	2
	Kurang Memadai

	5
	Adanya pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja
	2
	Kurang Memadai

	6
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
	3
	Memadai

	7
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
	3
	Memadai

	G
	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif
	 

	1
	Inspektorat daerah telah melakukan reviu atau efisiensi / efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik
	4
	Memadai

	2
	Inspektorat daearh melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya 
	3
	Memadai

	3
	Inspektorat daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
	3
	Memadai

	4
	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko
	3
	Memadai

	5
	Temuan dan saran / rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti
	3
	Memadai

	H
	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait
	 

	1
	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi / organisasi lain yang memiliki keterkaitan oprasional telah terbangun
	3
	Memadai

	2
	Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait atas fungsi pengawasan / pemeriksaan (Inspektorat, BPKP dan BPK) telah terbangun
	4
	Memadai




1. Kesimpulan

                 Berdasarkan hasil penilaian awal dan survei persepsi terhadap lingkungan pengendalian di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, berikut adalah kesimpulan yang mencakup kekuatan, kelemahan, dan tantangan dalam sistem pengendalian intern berdasarkan lima elemen lingkungan pengendalian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta hasil survei persepsi : 


1. Kekuatan

1. Integritas dan Nilai Etika: Dinas Sosial telah menetapkan kode etik pegawai yang mengacu pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Pegawai secara rutin menerima pesan integritas dan nilai etika dari pimpinan, dan pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Komitmen terhadap Kompetensi: Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, dan standar kompetensi untuk setiap posisi/jabatan telah ditetapkan (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Kebijakan Pembinaan SDM: Pemerintah daerah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian pegawai. Proses rekrutmen, retensi, mutasi, dan promosi dilakukan dengan baik, serta insentif pegawai sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Kepemimpinan yang Kondusif: Pimpinan dinas menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan risiko melalui penyusunan rencana kerja yang mempertimbangkan risiko. Pimpinan juga telah menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah, membangun komunikasi yang baik, dan melibatkan pegawai dalam proses pengelolaan risiko (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Peran APIP yang Efektif: Inspektorat daerah telah melaksanakan reviu periodik terhadap efisiensi dan efektivitas program, kepatuhan terhadap hukum, serta memberikan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan SPIP. Pengawasan berbasis risiko juga telah dilakukan (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Struktur Organisasi dan Pendelegasian Wewenang: Setiap urusan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan unit kerja yang tepat, dengan kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko. Pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat, dan pegawai yang bertugas merupakan pegawai tetap (Modus Jawaban: 3/Memadai).
1. Hubungan Kerja dengan Instansi Lain : Hubungan kerja yang baik telah terbangun dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional, serta dengan instansi pengawasan seperti Inspektorat, BPKP, dan BPK (Modus Jawaban: 3/Memadai).

1. Kelemahan

1. Integritas dan Nilai Etika: Implementasi kode etik masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi rutin dan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik. Beberapa kasus pelanggaran disiplin pegawai menunjukkan perlunya penguatan budaya etika di lingkungan kerja. Selain itu, fungsi khusus untuk menangani pengaduan masyarakat atas pelanggaran kode etik masih kurang memadai (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).
1. Komitmen terhadap Kompetensi: Terdapat kesenjangan kompetensi teknis, terutama dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Program pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengembangan kapasitas, khususnya untuk urusan wajib. Pegawai yang kompeten juga belum secara tepat mengisi posisi/jabatan, dan pelatihan terkait pengelolaan risiko masih kurang memadai (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).
1. Kebijakan Pembinaan SDM: Penilaian (assessment) pegawai belum dilakukan secara menyeluruh untuk penguatan sistem manajemen SDM. Budaya sadar risiko belum diinternalisasikan dengan baik, dan pemberian reward atau punishment terkait pengelolaan risiko masih kurang memadai (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).
1. Kepemimpinan yang Kondusif: Koordinasi antar unit kerja masih perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan pelaksanaan tugas, terutama pada urusan pilihan seperti [contoh: pengembangan pariwisata atau pemberdayaan UMKM]. Pimpinan belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan, dan informasi mengenai risiko dalam rencana strategis dan rencana kerja masih kurang memadai (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).
1. Peran APIP yang Efektif: Meskipun APIP telah melaksanakan tugasnya, temuan dan rekomendasi pengawasan belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi : penatausahaan kas yang belum memadai, pengelolaan persediaan pada 37 perangkat daerah yang tidak tertib, pencatatan aset tetap tanah di bawah jalan dan aset tetap jalan yang belum memadai, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pabrik Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Umbi Porang yang belum sesuai ketentuan, kesalahan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan persediaan yang tidak tertib (pencatatan, penyimpanan, pengeluaran, kartu stok, dll.), penatausahaan aset yang tidak tertib, pengelolaan keuangan yang kurang tertib, bukti perjalanan dinas yang tidak lengkap dan sah, kurang pungut, terlambat setor pajak, pajak yang tidak disetor, serta bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tidak lengkap, tidak sah, dan tidak diyakini kebenarannya (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).
1. Struktur Organisasi dan Pendelegasian Wewenang: Transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko masih kurang memadai. Kewenangan juga belum direviu secara periodik (Modus Jawaban: 2/Kurang Memadai).





1. Tantangan

1. Memperkuat Budaya Etika dan Penanganan Pengaduan: Perlu adanya sosialisasi rutin kode etik, penguatan pemantauan kepatuhan, dan pembentukan fungsi khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran etika.
1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai: Diperlukan program pelatihan yang relevan untuk menutup kesenjangan kompetensi teknis, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi, serta penempatan pegawai yang lebih tepat sesuai kompetensi.
1. Optimalisasi Manajemen SDM: Penilaian pegawai yang lebih menyeluruh, internalisasi budaya sadar risiko, dan penerapan sistem reward dan punishment yang mempertimbangkan pengelolaan risiko perlu ditingkatkan.
1. Meningkatkan Kepemimpinan dan Koordinasi: Koordinasi antarunit kerja harus diperkuat, dan pimpinan perlu lebih aktif menerapkan pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan serta memasukkan informasi risiko dalam rencana strategis.
1. Meningkatkan Tindak Lanjut Pengawasan APIP: Penyelesaian temuan terkait pengelolaan kas, persediaan, aset, keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi harus diprioritaskan untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaporan yang transparan dan tepat waktu serta reviu periodik terhadap kewenangan perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan risiko yang efektif.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 

	     Berdasarkan pada Tabel diatas, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten memiliki kondisi lingkungan yang termasuk kedalam kategori memadai. Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 

kondusif merupakan unsur paling penting untuk penerapan system pengendalian internal. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berusaha menciftakan lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciftanya perilaku dan tindakan yang lebih efesien dan efektif dari seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lakukan adalah dengan meningkatkan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dimana APIP telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun organisasi untuk perbaikan berkelanjutan. Perbaikan lainnya adalah pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sesuai dengan tingkatnya, proses pendelegasian tersebut dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan organisasi. Dibutuhkan rencana perbaikan pada ke pimpinan yang kondusif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian internal.
Berdasarkan hasil penilaian awal dan survei persepsi yang mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam lingkungan pengendalian di atas, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan pengendalian, dengan tujuan menciptakan budaya pengelolaan risiko yang efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi ini disusun berdasarkan hasil penilaian awal dan survei persepsi yang mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam lingkungan pengendalian. Berikut adalah rencana perbaikan yang akan diimplementasikan seperti pada Tabel 4 :








TABEL 4
Penilaian atas kegiatan pengendalian yng ada dan masih dibutuhkan /RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP dan CEE)

	No
	Kondisi  Lingkungan Pengendalian  yang  Kurang Memadai
	Rencana  Tindak Pengendalian Lingkungan
Pengendalian
	Penanggung Jawab
	Target  Waktu Penyelesaian

	a
	b
	c
	d
	e

	I
	Penegakan  Integritas  dan  Nilai   Etika

	1
	Belum terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani ppengaduan masyarakat atas pelanggran perilaku/kode etik
	Menetapkan unit pelayanan pengaduan atas pelanggaran perilaku/kode etik pegawai
	Dinas Sosial
	Triwulan  I 2024

	II
	Komitmen  Terhadap   Kompetensi

	1
	Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan
	Penyusunan  peta kompetensi  dan perbaikan  SOP penempatan Pegawai
	BKPSDM
	Triwulan  II 2024

	2
	Pemda belum memiliki dan menerapkan strategi peningkatan komptensi pegawai
	Penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi pegawai (Diklat, FGD, PKS dll)
	BKPSDM
	Triwulan  II 2024

	3
	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran peningkatan kompetensi pegawai (Diklat, FGD, PKS dll) di masing-masing OPD
	BKPSDM
	Triwulan  II 2024

	III
	Kepemimpinan  yang  kondusif

	1
	Pimpinan belum menerapkan pengelolaan risiko dan pengandalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan
	Mngimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah
	Sekda
	Triwulan  I 2024

	2
	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko
	Penilaian  risiko  rencana strategis  dan  rencana kerja Pemerintah daerah
	Sekda,  Bappeda
	Triwulan  I 2024

	IV
	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan

	1
	Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
	Peningkatan komunikasi dan mekanisme pelaporan dengan menetapkan standar pelaporan yang jelas, jadwal pelaporan yang teratur, dan sistem pelaporan yang mudah di akses oleh semua pihak yang terlibat
	Bappeda
	Triwulan  I 2024

	V
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat

	1
	Kewenangan belum direviu secara periodik
	Mencantumkan penugasan reviu kewenangan dalam PKPT
	Inspektorat
	Triwulan  I 2024

	VI
	Penyusunan  dan  Penerapan   Kebijakan  yang  Sehat  tentang  Pembinaan  SDM

	1
	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja
	Meninjau kembali/evaluasi kriteria pemberian insentuf agar lebih relevan dengan pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi
	BKPSDM
	Setiap bulan

	 
	Belum adanya pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja
	Kajian  rancangan pemberian  reward dan/atau  punishment atas  pengelolaan   risiko
	BKPSDM
	 

	2
	Belum adanya pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja
	Kajian  rancangan pemberian  reward dan/atau  punishment atas  pengelolaan   risiko
	BKPSDM
	Triwulan  I 2024

	VII
	Perwujudan  Peran  APIP  yang  Efektif

	 
	 
	 
	 
	 



Dengan implementasi strategi ini, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang mendukung budaya pengelolaan risiko yang proaktif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. 






BAB IV
PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan konteks/Tujuan 

	         Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang No.35 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan RIsiko di lingkungan pemerintah daerah Banten bahwa pelaksanaan penilaian rIsiko meliputi beberapa proses, diantaranya : Penetapan konteks/Tujuan, Identifikasi resiko, dan analisis rIsiko. Penetapan konteks/tujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan operasional (kegiatan) termasuk pengelolaan rIsiko SPBE sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Rencana tindak pengendalian yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang ialah berdasarkan indicator kinerja urusan strategis pemerintah daerah sesuai dengan VISI-MISI Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026. 
Visi dan misi Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, berkaitan langsung dengan indicator kinerja urusan strategis serta indicator kinerja urusan operasional Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut : 
TABEL 5
Indikator Kinerja Operasional Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

	No
	Uraian Sasaran Strategis / Operasional
	Indikator Sasaran

	1.
	Menurunnya permasalahan kesejahteraan 
sosial
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

	2.
	Meningkatkan Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.
	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%).

	3.
	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai).



1. Penetapan  Konteks  Risiko  Strategis  Pemerintah Daerah

	        Penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Berdasarkan dokumen RPJMD, visi pembangunan daerah adalah “PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA” 

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Strategis RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut: 
a. Memantapkan Infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi
b. Mendorong kualitas sumber daya manusia
c. Menigkatkan kualitas pelayanan publik
d. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah.

Salah satu misi strategis yang diprioritaskan yang berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah :
5. Mendorong kualitas sumber daya manusia 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi fokus utama dalam penetapan konteks risiko strategis ini. 

     Tujuan strategis yang relevan dengan misi tersebut adalah :
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola 
pemerintahan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

   Tujuan ini diukur melalui sasaran RPJMD berupa : 
1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah. 

 Untuk memastikan pencapaian sasaran ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih adalah :
1. Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan Dasar (%)
2. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%)
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang mengevaluasi efektivitas Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap PMKS dan anak terlantar serta reformasi tata kelola pemerintahan. 

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi risiko strategis yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Risiko-risiko ini mencakup potensi ketidaksesuaian implementasi reformasi birokrasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan TIK, serta tantangan dalam pengelolaan anggaran untuk program-program pendukung. Untuk mengelola risiko tersebut, prioritas pembangunan difokuskan pada program-program unggulan dinas sosial, yaitu : IMAH BARUDAK. Tersedianya layanan rumah singgah/rumah aman anak/Imah Barudak. Prioritas pembangunan untuk penanganan kasus-kasus sosial imah barudak ini memberikan pelayanan, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kondisi penghuni wisma berkah di Kabupaten Pandeglang. Dengan memberikan pelayanan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar yang berada di luar panti, yang mendapatkan perawatan di dalam wisma sehingga dapat memiliki dukungan seperti layaknya keluarga. Sehingga mendapatkan bimbingan mental dan motivasi terhadap penghuni wisma berkah. 
  Urusan Sosial sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Urusan Sosial adalah tugas pemerintahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk  perlindungan sosial, rehabiitasi, sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin. Secara umum, urusan sosial mencakup pelayanan public yang bersifat mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, gelandangan dan korban bencana. 
 Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab utama dalam konteks ini adalah Urusan Pemerintahan Umum, yang dikelola oleh Sekretariat dinas sosial,  Sekretariat dinas ini berperan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, koordinasi dan pembinaan serta menyelenggarakan fungsi-fungsi pendukung kegiatan dinas. 

Secara spesipik atau lebih rinci, secretariat dinas yang akan dinilai risikonya meliputi :

1. Perencanaan dan pelaporan yang bertujuan memastikan rencana program dan kegiatan dinas sudah disusun dengan baik. 
2. Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan Koordinasi, pengelolaan aset, dan layanan pengadaan. Pengelolaaannya mendukung peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan reformasi birokrasi dan penerapan TIK.

  Dengan penetapan konteks risiko strategis ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk mengelola risiko secara proaktif melalui perencanaan yang matang, penguatan koordinasi antar-dinas, dan optimalisasi sumber daya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta keberhasilan pencapaian tujuan strategis RPJMD 2021-2026.

2.  Penetapan  Konteks  Risiko  Strategis Perangkat Daerah

Penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah Dinas sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dinas sosial Kabupaten Pandeglang periode 2021-2026. Penetapan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja dalam urusan pemerintahan umum.
 Fokus utama Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS, Meningkatkan Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan, dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Tujuan ini diukur melalui sasaran strategis, yaitu Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial, Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan, dan Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis yang menjadi acuan adalah, Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%), dan Indeks Reformasi Birokrasi (nilai), yang diukur melalui sejumlah indikator kinerja pada tahun 2024, meliputi : Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial BB.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial melaksanakan program-program strategis, yaitu :

a. Program Rehabilitasi Sosial, melaksanakan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi sosial yang meliputi Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan. 
b. Program Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;

c.  Program Penanganan Bencana, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam serta perlindungan sosial ;

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan perlindungan dan jaminan Sosial, pelaksanaan penyediaan informasi data kemiskinan, PMKS dan PSKS.

e.  Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota,
 
f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator program adalah Nilai Reformasi Birokrasi. Yaitu Tentang Kualitas Tata Kelola   Pemerintahan. 

 Dalam konteks risiko strategis, Dinas Sosial mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran, seperti rendahnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM, graduasi mandiri KPM PKH masih rendah, belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan, persentase penduduk miskin masih tinggi, Kurang optimalnya program-program perlindungan anak, Reformasi tidak berjalan sesuai target, Implementasi reformasi birokrasi berjalan tidak sesuai rencana.
  Untuk mengelola risiko tersebut, Dinas Sosia berkomitmen untuk memperkuat Perbaikan data ke dalam system, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap anak terlantar dan anak jalanan, Pendampingan untuk PPKS,  dan Meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dengan pembinaan terhadap PSKS. Selain itu pekuat koordinasi dan pelayanan public. Dengan penetapan konteks risiko strategis ini, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berupaya memastikan bahwa kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dapat berjalan efektif, mendukung peningkatan Nilai SAKIP OPD , serta berkontribusi pada keberhasilan RPJMD 2021-2026.

3.  Penetapan  Konteks  Risiko  Operasional Perangkat Daerah

Penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas operasional dalam mendukung tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024. Penetapan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang periode 2021-2026, khususnya pada urusan Bidang Sosial dan pemerintahan umum, dengan fokus pada Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS, Meningkatkan Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan, dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Tujuan strategis Dinas Sosial adalah Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial, Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan, dan Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Dalam Renja 2024, Dinas Sosial menjalankan Empat program utama, yaitu Fokus penilaian risiko operasional tertuju pada Program Pemberdayaan Sosial,  Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan keluaran/hasil kegiatan yang meliputi :
a. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti pembinaan;
b. jumlah TKSK yang mengikuti bimtek/pembinaan;
c. Jumlah Lembaga mendapat bantuan dan meningkat kapasitasnya;
d. Jumlah Lanjut usia dalam Panti Nini aki Berkah yang mendapatkan     Perbekalan Kesehatan;
e. Jumlah masyarakat dengan kedisabilitasan yang diberikan Bantuan;
f. Jumlah penyandang disabilitas,anak terlantar,lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang diberikan bantuan;
g.  Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial.
h. Jumlah Penulusuran Keluarga Orang Terlantar;
i. Jumlah Petugas Pelayanan;
j. Jumlah Penyandang eks ODGJ yang dititipkan di Panti Sosial;
  Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
k. Jumlah Anak Terlantar yang diberikan bantuan;
l. Jumlah laporan Pengelolaan data verifikasi dan validasi rumah tangga miskin;
m. Jumlah Bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
n. Meningkatnya Ekonomi keluarga penerima bantuan sosial;
o.  Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan Permakanan dan Sandang;
p. Jumlah Anggota Tagana;

   Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang juga ditentukan pada Renja 2024. Fokus penilaian risiko operasional tertuju pada Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Taman Maiam Pahlawan, dengan keluaran/hasil kegiatan yang meliputi :

0. Jumlah Dokumen Renja Awal, Renja Perubahan, Renja akhir;
0. Jumlah Dokumen RKA;
0. Jumlah Dokumen Perubahan RKA;
0. Jumlah Dokumen DPA;
0. Jumlah Dokumen Perubahan DPA;
0. Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD;
0. Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah;
0. Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuanga;
0. Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah;
0. Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah;
0. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang digunakan ;
0.  Jumlah Peralatan Rumah tangga yang digunakan;
0.  Jumlah tamu dalam Kegiatan;
0.  Jumlah unit barang Perangkat Daerah;
0.  Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
0.  Jumlah waktu penggunaan jasa pelayanan umum kantor perangkat daerah;
0.  Jumlah Unit barang Operasional yang dipelihara;
0.  Jumlah gedung/bangunan perangkat daerah;
0. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara;

Indikator keluaran kegiatan yang menjadi acuan pada tahun 2024 mencakup :
a. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 10,46%.
b. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan 8,42(%).
c. Indeks Reformasi Birokrasi (nilai). BB
Dalam konteks risiko operasional, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi sejumlah risiko yang berpotensi menghambat pencapaian keluaran kegiatan, seperti :
a. Kurangnya kontrol terhadap pemberian makanan kepada lansia yang sesuai gizi minimal, keterbatasan kompetensi 
b. Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu 
c. Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada. 
d. Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan. 
e. Kurangnya pemahaman dan keterampilan  fasilitasor  dalam konsep kesejahteraan sosial 
f. Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali 
g. kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten. 
h. Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi. 
i. Keterbatasan kompetensi 
j. Kurangnya kompetensi dan komitmen 
k. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data 
l. Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal 
m. Keterbatasan jaminan untuk janda perintis 
n. Potensi ketidaktepatan sasaran. 
o. Batasan kompetensi 
p. Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD 
q. Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran. 
r. Penyusunan laporan tidak tepat waktu (timeliness) dan tidak akurat.
 
  Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk meningkatkan Koordinasi Kualitas Pelayanan dengan dibentuknya Tim Reaksi Cepat terhadap kasus-kasus sosial/penanganan PMKS. serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan data-data fakir miskin agar penerima bansos tepat sasaran. Penetapan konteks risiko operasional ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat, memastikan keluaran kegiatan tercapai, dan mendukung peningkatan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah sesuai dengan tujuan strategis RPJMD 2021-2026.

B. Hasil Identifikasi Resiko

			      	     Identifikasi risiko bertujuan untuk mengindentifikasi Resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang meliputi tujuan strategis daerah Kabupaten, tujuan strategi Dinas Sosial, tujuan operasional (Kegiatan) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan : mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko ; dan mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.	 Risiko strategis Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah risiko yang bertujuan untuk menidentifikasi kejadia-kejadian yang dapat mengancam ketercapaiannya tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dari hasil telaah risiko strategis yang berdasarkan tujuan atau sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, adalah sebagai berikut. 


TABEL 6
PENETAPAN KONTEKS RISIKO PERANGKAT DAERAH

	

	
	No
	Tujuan  / Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Risiko
	Sebab
	C/UC
	Dampak

	
	
	
	Uraian
	Kode
	Pemilik
	Uraian
	Sumber
	
	Uraian
	Pihak  yang Terkena

	
	
	
	
	Risiko
	
	
	
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	h
	i
	j
	k
	L

	 
	Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah

	 
	 
	Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan Dasar (%)
	persentase penduduk miskin masih tinggi
	RSO. 24.20.03.01
	Dinas Sosial
	penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya masih belum optimal
	internal
	C
	masih ditemukan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan jumlah PMKS yang masih tinggi.
	Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah

	 
	 
	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%)
	Kurang optimalnya program-program perlindungan anak
	RSO. 24.20.03.02
	Dinas Sosial
	pembinaan dan ketrampilan bagi penanganan anak bermasalah masih terbatas.
	internal
	C
	Belum Optimalnya 
Pemberdayaan PMKS
	Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah

	 
	 
	 
	belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan.
	RSO. 24.20.03.03
	Dinas Sosial
	 
	internal
	C
	 
	Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah

	 
	Program : Rehabilitasi Sosial
	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng di luar panti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar
	Banyaknya  Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO. 24.20.03.04
	Dinas Sosial
	Jumlah PMKS masih tinggi
	internal
	C
	Ketelantaran bagi PMKS
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 
	 
	perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas Kurang optimal.
	RSO. 24.20.03.05
	Dinas Sosial
	Pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial Bagi Penyandang disabilitas terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar bantuan uang/barang.
	internal
	C
	Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 
	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar
	Penanganan kesehatan PMKS yang tidak optimal
	RSO. 24.20.03.06
	Dinas Sosial
	Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan kesehatan secara teknis masih terbatas.
	internal
	C
	fasilitas kesehatan masih buruk
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program  : Perlindungan dan jaminan Sosial 
	jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 
	 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 
	banyaknya anak terlantar yang tidak terpantau
	RSO. 24.20.03.07
	Dinas Sosial
	perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas Kurang optimal. 
	internal
	C
	Anak terlantar tidak memiliki perlindungan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 
	Jumlah data fakir miskin yang ter update dalam aplikasi
	Verifikasi dan validasi data tidak update (DTKS)
	RSO. 24.20.03.08
	Dinas Sosial
	verifikasi dan validasi data tidak kontinu
	internal
	C
	Penerima bansos 
tidak tepat sasaran
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program : Pemberdayaan Sosial
	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terbatasnya  PSKS yang berkualitas
	RSO. 24.20.03.09
	Dinas Sosial
	Belum Optimalnya Pemberdayaan PSKS dan Lembaga Kesejahtraan Sosial
	Internal
	C
	PSKS tidak optimal dalam pelayanan kesejahteraan Sosial
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program : Penanganan Bencana
	Persentase Penanganan Bencana
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 
	jumlah dampak bencana alam dan non alam yang di tangani
	Korban dampak bencana tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO. 24.20.03.10
	Dinas Sosial
	Ksiapsiagaan penanganan bencana belum optimal
	Internal
	C
	Lokasi pemusatan logistik  di daerah rawan bencana belum mencukupi.
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan siaga bencana
	Kesiapan siaga bencana kurang optimal
	RSO. 24.20.03.11
	Dinas Sosial
	Terbatasnya SDM Penanganan Bencana 
	Internal
	C
	Koordinasi lintas opd dalam penanganan bencana kurang efekif
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan
	Indek Reformasi Birokrasi
	Sistem penyelenggaraan pemerintah belum optimal
	RSO. 24.20.03.12
	Dinas Sosial
	Lemahnya fasilitas EPPD (internal, controllable), menyebabkan pendokumentasian kinerja belum terbangun dengan baik.
	Internal
	C
	Penilaian EEPD tidak mencerminkan kinerja nyata, memengaruhi Dinas Sosial dan pemerintah Daerah
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 
	 
	
	 
	 
	Budaya kerja berkinerja belu terbentuk(internal controllable), sehingga kinerja hanya sebatas pemenuhan dokumen saat evaluasi
	Internal
	C
	 
	 

	 
	 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kesalahan dalam perencanaan
	RSO. 24.20.03.13
	Dinas Sosial
	Kurangnya ketersediaan data
	Internal
	C
	Perencanaan tidak efektif dan efesien
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah 
	Potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan
	RSO. 24.20.03.14
	Dinas Sosial
	pengendalian internal yang lemah
	Internal
	C
	kesalahan dalam pencatatan 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah
	kesalahan dalam pengambilan kebijakan terkait pengadaan dan pemeliharaan
	RSO. 24.20.03.15
	Dinas Sosial
	potensi penyajian data yang tidak akurat
	Internal
	C
	penurunan kinerja/gangguan terhadap layanan yang salah
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Tidak sinkronnya data kerusakan peralatan dan mesin dengan perencanaan
	RSO. 24.20.03.16
	Dinas Sosial
	Rencana Aksi Kurang implementatif dan belum mencapai kebutuhan
	Internal
	C
	sarana dan prasarana yang tidak dalam keadaan baik dan siap digunakan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SKPD
	Pembiayaan dan kualitas jasa menggangu pelaksanaan tugas pemerintahan
	RSO. 24.20.03.17
	Dinas Sosial
	penerapan sistem baru yang tidak berjalan dengan bai/tidak sesuai kebutuhan
	Internal
	C
	perubahan dalam anggaran dapat mempengaruhi ketersedian dana untuk penyediaan jasa penunjang
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	kerusakan BMD/penurunan nilai asset
	RSO. 24.20.03.18
	Dinas Sosial
	Pemeliharaan yang tidak memadai
	Internal
	C
	menurunkan kualitas pelayanan publik dan membuat masyarakat tidak puas
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program  Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.
	TMT tidak dikelola dengan baik
	RSO. 24.20.03.19
	Dinas Sosial
	Pengelolaan TMT tidak Optimal 
	Internal
	C
	Fungsi TMT sebagai tempat penghormatan dan penghargaan terhadap pahlawan tidak terawat
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Sasaran Strategis : Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial 
	Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan Dasar (%)
	PMKS tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	 
	 
	Pemenuhan pelayanan bagi PMKS kurang optimal
	Internal
	C
	Jumlah PMKS meningkat
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.
	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%)
	Banyak anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO. 24.20.03.20
	 
	kurangnya pembinaan bagi anak terlantar
	Internal
	C
	Anak terlantar tidak memiliki keterampilan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program : Rehabilitasi Sosial
	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng di luar panti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 
	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.21
	Dinas Sosial
	Tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial
	Internal
	C
	PMKS jumlahnya meningkat
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 
	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.22
	Dinas Sosial
	Tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial
	Internal
	C
	PMKS jumlahnya meningkat
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program  : Perlindungan dan jaminan Sosial 
	jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 
	 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 
	Keterlantaran anak tidak terpantau
	RSO. 24.20.03.23
	Dinas Sosial
	kurangnya perlindungan terhadap anak terlantar
	Internal
	C
	merusak perkembangan perilaku anak
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 
	Jumlah data fakir miskin yang ter update dalam aplikasi
	data DTKS tidak akurat, tidak sinkron dan tidak lengkap
	RSO. 24.20.03.24
	Dinas Sosial
	kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa terkait data fakir miskin
	Internal
	C
	penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program : Pemberdayaan Sosial
	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 
	Jumlah SDM dan Kelembagaan Kesos yang mendapat pembinaan
	kekurangan koordinasi antar pihak terkait dalam Pengelolaan sumber daya PSKS
	RSO. 24.20.03.25
	Dinas Sosial
	Pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal
	Internal
	C
	Tidak memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat  yang membutuhkan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program : Penanganan Bencana
	Persentase Penanganan Bencana
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan Sosial
	Kebutuhan pokok hingga dukungan psikologi dan rehabilitasi bagi korban bencana dipastikan mencukupi
	RSO. 24.20.03.26
	Dinas Sosial
	Bantuan sosial dan penanganan bencana belum maksimal
	Internal
	C
	Perlindungan sosial bagi korban bencana tidak memadai
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 
	Jumlah SDM Kesiapsiagaan bencana
	keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan untuk merespon secara efektif dan efesien dari bencana
	RSO. 24.20.03.27
	Dinas Sosial
	peran aktif PSKS kurang optimal
	Internal
	C
	Kurang nya upaya untuk memberikan keterampilan dan memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
	Indek Reformasi Birokrasi 
	Redormasi tidak berjalan sesuai target
	 
	Dinas Sosial
	Pemahaman tentang Reformasi Birokrasi belum merata dari semua pegawai
	Internal
	C
	Tidak semua pegawai mau berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan
	Indek Reformasi Birokrasi (Nilai Sakip)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Perencanaan dan pengukuran kinerja tidak optimal
	RSO. 24.20.03.27
	Dinas Sosial
	Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam perbaikan kinerja
	Internal
	C
	Hasil pelopran kinerja belum memberikan manfaat terhadap perbaikan kinerja 
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	 Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah 
	kerugian finansial
	RSO. 24.20.03.28
	Dinas Sosial
	kesalahan dalam menjalankan prosedur administrasi keuangan 
	Internal
	C
	kesalahan daam mencatat, kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah
	kerugian finansial dan reputasi
	RSO. 24.20.03.29
	Dinas Sosial
	Pengelolaan asset yang buruk 
	Internal
	C
	penyalahgunaan asset dan kehilangan asset yang tidak teridentifikasi
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	Jumlah Laporan Administrasi Umum 
	konflik antar pegawai
	RSO. 24.20.03.30
	Dinas Sosial
	pengendalian tidak efektif
	Internal
	C
	mengganggu efesiensi
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	tidak terpenuhinya kebutuhan sarana prasaran
	RSO. 24.20.03.31
	Dinas Sosial
	realisasi pengadaan tidak sesuai rencana
	Internal
	C
	mengganggu kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SKPD
	menghambat kinerja OPD
	RSO. 24.20.03.32
	Dinas Sosial
	Penyediaan fasilitas kantor dan biaya operasional tidak efektif dan efesien
	Internal
	C
	Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terhambat
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	penurunan nilai asset
	RSO. 24.20.03.33
	Dinas Sosial
	pemeliharaan tidak memadai
	Internal
	C
	pengelolaan tidak tertib dan administrasi yang buruk
	Dinas Sosial dan OPD terkait

	 
	Program  Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.
	potensi kerusakan fisik bangunan dan makam
	RSO. 24.20.03.34
	Dinas Sosial
	TMT tidak terawat dengan baik
	Internal
	C
	potensi TMP untuk menjadi lokasi wisata sejarah tidak menarik
	Dinas Sosial dan OPD terkait




       Hasil Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

 Penetapan konteks risiko operasional dan strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024 disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis dan operasional sesuai Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dalam konteks urusan Bidang Sosial dan Urusan pemerintahan umum, Dinas Sosial berfokus pada Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS, Meningkatkan Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan, dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, dengan indikator kinerja seperti :
  Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 10,46%, Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%) sebesar 8,42%, dan Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) Nilai BB.


0. Konteks Risiko Strategis

A. Tujuan Strategis : 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

1).   Indikator Kinerja : 

0. Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan Dasar (%).
0. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%).


Risiko utama adalah persentase penduduk miskin masih tinggi (Kode : RSO. 24020301), Kurang optimalnya program-program perlindungan anak (Kode : RSO. 24020302) dan   belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan. (Kode : RSO. 24020303) Penyebabnya meliputi : 

1. Penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya masih belum optimal.
18. pembinaan dan ketrampilan bagi penanganan anak bermasalah masih terbatas.

Dampaknya adalah :

1.  Masih ditemukan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan jumlah PMKS yang masih tinggi.
2.  Belum Optimalnya Pemberdayaan PMKS.

2).  Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) 

Risiko utama adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal (Kode: RSO. 24020312). Penyebabnya meliputi : 
0. Lemahnya fasilitasi EPPD (internal, controllable), menyebabkan pendokumentasian kinerja belum terbangun dengan baik.
0. Budaya kerja berkinerja belum terbentuk (internal, controllable), sehingga kinerja hanya sebatas pemenuhan dokumen saat evaluasi.
  Dampaknya adalah penilaian EPPD yang tidak mencerminkan kinerja   
  nyata, memengaruhi Inspektorat dan Pemerintah Daerah.

B. Sasaran Strategis : 

1. Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial 
1. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan.
1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
1) Indikator Kinerja : 
2. Persentase PMKS yang diberikan Pemenuhan kebutuhan Dasar (%)
2. Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan (%).
Risiko utama adalah :
0. PMKS tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Kode : RSO. 24020321)
0. Banyak anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Kode : RSO. 24020322)
Penyebabnya meliputi: 
0. Pemenuhan pelayanan bagi PMKS kurang optimal
0. kurangnya pembinaan bagi anak terlantar.
			Dampaknya adalah :
0. Jumlah PMKS meningkat 
0. Anak terlantar tidak memiliki keterampilan

2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Risiko utama adalah :
0. Reformasi tidak berjalan sesuai target (Kode : RSO. 24020334)
0. Implementasi reformasi birokrasi berjalan tidak sesuai rencana (Kode : RSO. 24020335) 
Penyebabnya meliputi: 
i. Pemahaman tentang Reformasi Birokrasi belum merata   dari semua pegawai 
ii. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang efektif.  
Dampaknya adalah :
1. Tidak semua pegawai mau berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi       birokras.
2. Dampak negatif pada kualitas pelayanan publik ketidakpuasan masyarakat.




1. Hasil Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

A. Konteks Risiko Operasional

1. Program : Rehabilitasi Sosial 
1) KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. 
2) KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
Indikator kinerja adalah :
0. Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar ( 50 Orang ).
0.  Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan dasar (1225 Orang).
Risiko operasional (Kode : ROO. 24202001) meliputi : 
· Kurangnya kontrol terhadap pemberian makanan kepada lansia yang sesuai gizi minimal, keterbatasan kompetensi.
· Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu.
· Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada.
· Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan
· Kurangnya pemahaman dan keterampilan  fasilitasor  dalam konsep kesejahteraan sosial.
· Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali
· kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten
· Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi.
· Keterbatasan kompetensi.
Dampaknya :
· Pelayanan permakanan yang tidak optimal kepada lansia penghuni  Wisma Berkah
· Tidak semua usulan pengajuan alat bantu dapat terpenuhi
· Kurangnya peningkatan kualitas kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial KPM
· Kurangnya peningkatan keterampilan dan fungsi sosial pada KPM
· Masyarakat kurang percaya pada puskesos
· Pemberian pelayanan penulusuran keluarga kurang optimal
· Banyaknya odgj yang belum tertangani, pelayanan rujukan ODGJ harus dilakukan keluar daerah.
· Masih ada KPM PKH yang sudah sejahtera dan tidak mau graduasi mandiri.
· Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan penghuni Wisma Berkah.

2. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial 

1) Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja adalah :
· Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (50 Orang).
· Jumlah data fakir miskin yang ter update dalam aplikasi (Jumlah Data DTKS).
Risiko operasional (Kode: ROO.23030303) meliputi: 
i.  Kurangnya kompetensi dan komitmen
ii. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data
iii. Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal
iv. Keterbatasan jaminan untuk janda perintis
v. Potensi ketidaktepatan sasaran.
Dampaknya :
· Kurang optimal dalam pemantauan pemelirahaan anak terlantar
· Pemutakhiran data fakir miskin tidak maksimal, banyak warga miskin yang belum masuk DTKS
· Pemutakhiran data fakir miskin tidak maksimal, rendahnya kualitas perbaikan data.
· Janda perintis kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
· Perempuan rawan sosial ekonomi yang memiliki kegiatan usaha namun tak masuk dalam data DTKS tidak mendapatkan bantuan sosial.

0. Program : Pemberdayaan Sosial

KEGIATAN :
1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 
Indikator kinerja adalah Jumlah SDM dan Kelembagaan Kesos yang mendapat pembinaan (1002 Orang). 
Risiko operasional (Kode: ROO. 24202014) meliputi: 
i. Batasan kompetensi
ii. Batasan kompetensi
Dampaknya :
· masih ada PPKS yang belum sertifikasi.
· masih ada Lembaga kesejahetaraan yang menolak untuk mengikuti Akreditasi.

4. Program : Penanganan Bencana
  KEGIATAN : 
1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 
2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
	      Indikator kinerja adalah : 
· Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan Sosial 
· Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

C. Hasil Analisis risiko  

			          Analisis risiko disusun untuk mengetahui level risiko   dan menyajikan peta risiko Dinas. Pada proses ini Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang provinsi banten telah menyusun analisis risiko yang dilakukan melalui.; 
a.   Menetukan system pegedalian yang ada berikut efektivitasnya .;
0. Melaksanakan efisiensi level kemukinan risiko .,
0. Melaksanakan estimasi level dampak risiko.,
0. Megambarkan kondisi risiko dalam peta risiko .

 Berdasarkan hasil analisis risiko yang dituangkan dalam profil ,risiko terdapat estimasi level risiko yang merupakan kombinasi atas hasil perhitugan level dampak terlebih dahulu untuk mempertiimbangan efektivitas sistem pengedalian yang ada serta memperhatikan factor –factor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu tahun 2024. Seteiah menetapkan level dampak dan level kemungkinan maka ditampilkan pada matriks risiko dinas sosial adapun ketentuannya sebagaimana berikut. Analisis Risiko merupakan komponen penting dalam proses manajemen risiko Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024, yang bertujuan untuk mengevaluasi risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Bagian ini mencakup skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), yang semuanya didasarkan pada analisis dampak dan kemungkinan dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Berikut adalah hasil analisis risiko Dinsa Sosial Kabupaten Pandeglang : 

Table 7
Kertas  Kerja  Hasil  Analisis  Risiko

	No.
	“Risiko” Yang Teridentifikasi
	Kode Risiko
	Analisis Risiko

	
	
	
	Skala Dampak*)
	Skala Kemungkinan*)
	Skala Risiko

	a
	b
	c
	d
	e
	f=dxe

	I
	Risiko  Strategis  dinas sosial
	 
	 
	 
	 

	1
	persentase penduduk miskin masih tinggi 
	RSO. 24020301
	4
	4
	19

	2
	Kurang optimalnya program-program perlindungan anak
	RSO.24.20.03.02
	4
	4
	19

	3
	belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan.
	RSO.24.20.03.03
	4
	4
	19

	4
	Banyaknya  Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO.24.20.03.04
	4
	4
	19

	5
	perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas Kurang optimal. 
	RSO.24.20.03.05
	3
	3
	14

	6
	perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas Kurang optimal. 
	RSO.24.20.03.06
	3
	3
	14

	7
	Penanganan kesehatan PMKS yang tidak optimal
	RSO.24.20.03.07
	3
	3
	14

	8
	banyaknya anak terlantar yang tidak terpantau
	RSO.24.20.03.08
	3
	3
	14

	9
	Verifikasi dan validasi data tidak update (DTKS)
	RSO.24.20.03.09
	4
	4
	19

	10
	Terbatasnya  PSKS yang berkualitas
	RSO.24.20.03.10
	2
	3
	11

	11
	Korban dampak bencana tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO.24.20.03.11
	3
	2
	10

	12
	Kesiapan siaga bencana kurang optimal
	RSO.24.20.03.12
	2
	2
	7

	13
	Kesalahan dalam perencanaan
	RSO.24.20.03.13
	2
	2
	7

	14
	Potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan 
	RSO.24.20.03.14
	2
	2
	7

	15
	kesalahan dalam pengambilan kebijakan terkait pengadaan dan pemeliharaan
	RSO.24.20.03.15
	2
	2
	7

	16
	Tidak sinkronnya data kerusakan peralatan dan mesin dengan perencanaan
	RSO.24.20.03.16
	2
	2
	7

	17
	Pembiayaan dan kualitas jasa menggangu pelaksanaan tugas pemerintahan
	RSO.24.20.03.17
	2
	2
	7

	18
	kerusakan BMD/penurunan nilai asset
	RSO.24.20.03.18
	2
	2
	7

	19
	TMT tidak dikelola dengan baik
	RSO.24.20.03.19
	2
	2
	7

	20
	PMKS tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO.24.20.03.20
	4
	3
	16

	21
	Banyak anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO.24.20.03.21
	3
	3
	14

	22
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO.24.20.03.22
	4
	4
	19

	23
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO.24.20.03.23
	4
	4
	19

	24
	Keterlantaran anak tidak terpantau
	RSO.24.20.03.24
	3
	3
	14

	25
	data DTKS tidak akurat, tidak sinkron dan tidak lengkap
	RSO.24.20.03.25
	4
	4
	19

	26
	kekurangan koordinasi antar pihak terkait dalam Pengelolaan sumber daya PSKS
	RSO.24.20.03.26
	3
	3
	14

	27
	Kebutuhan pokok hingga dukungan psikologi dan rehabilitasi bagi korban bencana dipastikan mencukupi
	RSO.24.20.03.27
	5
	1
	9

	28
	keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan untuk merespon secara efektif dan efesien dari bencana
	RSO.24.20.03.28
	3
	2
	10

	29
	Perencanaan dan pengukuran kinerja tidak optimal
	RSO.24.20.03.29
	2
	2
	7

	30
	kerugian finansial
	RSO.24.20.03.30
	2
	2
	7

	31
	kerugian finansial dan reputasi 
	RSO.24.20.03.31
	2
	2
	7

	32
	konflik antar pegawai
	RSO.24.20.03.32
	2
	2
	7

	33
	tidak terpenuhinya kebutuhan sarana prasaran
	RSO.24.20.03.33
	2
	2
	7

	34
	menghambat kinerja OPD
	RSO.24.20.03.34
	2
	2
	7

	35
	penurunan nilai asset
	RSO.24.20.03.35
	2
	2
	7

	36
	potensi kerusakan fisik bangunan dan makam 
	RSO.24.20.03.36
	2
	2
	7

	II
	Risiko Operasional Dinas Sosial
	 
	 
	 
	 

	 
	Program : Perlindungan & Jaminan Sosial
	 
	 
	 
	 

	1
	Kurangnya kontrol terhadap pemberian makanan kepada lansia yang sesuai gizi minimal, keterbatasan kompetensi
	ROO.24.20.03.01
	2
	2
	7

	2
	Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu
	ROO.24.20.03.02
	4
	4
	19

	3
	Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada 
	ROO.24.20.03.03
	4
	4
	19

	4
	Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan
	ROO.24.20.03.04
	5
	4
	23

	5
	Kurangnya pemahaman dan keterampilan  fasilitasor  dalam konsep kesejahteraan sosial
	ROO.24.20.03.05
	2
	2
	7

	6
	Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali 
	ROO.24.20.03.06
	5
	4
	23

	7
	kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten 
	ROO.24.20.03.07
	4
	4
	19

	8
	Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi.
	ROO.24.20.03.08
	4
	4
	19

	9
	Keterbatasan kompetensi
	ROO.24.20.03.09
	4
	4
	19

	10
	Kurangnya kompetensi dan komitmen
	ROO.24.20.03.10
	4
	4
	19

	11
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data
	ROO.24.20.03.11
	5
	5
	25

	12
	Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal
	ROO.24.20.03.12
	4
	4
	19

	13
	Keterbatasan jaminan untuk janda perintis
	ROO.24.20.03.13
	2
	2
	7

	14
	Potensi ketidaktepatan sasaran.
	ROO.24.20.03.14
	2
	1
	2

	15
	Batasan kompetensi
	ROO.24.20.03.15
	3
	3
	14

	16
	Batasan kompetensi
	ROO.24.20.03.16
	3
	3
	14

	17
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.17
	4
	4
	19

	18
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.18
	4
	4
	19

	19
	Penyusunan laporan tidak tepat waktu (timeliness) dan tidak akurat
	ROO.24.20.03.19
	2
	2
	7

	20
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.20
	4
	4
	19

	21
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.21
	4
	4
	19

	22
	Penyusunan laporan tidak tepat waktu (timeliness) dan tidak akurat
	ROO.24.20.03.22
	2
	2
	7

	23
	Batasan kompetensi
	ROO.24.20.03.23
	3
	3
	14

	24
	Adanya ketidaktepatan waktu perolehan data yang akan dimasukan dalam dokumen perencanaan
	ROO.24.20.03.24
	3
	2
	10

	25
	Terbayarkannya gaji dan tunjangan pada ASN dinas sosial
	ROO.24.20.03.25
	5
	1
	9

	26
	Pembuatan Dokumen dan Pelaporan Reko perbulan 
	ROO.24.20.03.26
	5
	1
	9

	27
	Pembuatan Dokumen untuk Laporan Per triwulanan/semester pada Dinas Sosial
	ROO.24.20.03.27
	5
	1
	9

	28
	Pembuatan Laporan dan Rekon Perbulan
	ROO.24.20.03.28
	5
	1
	9

	29
	Adanya kegiatan yang dilaksanakan dari segi administrasi membutuhkan ATK dan Peralatan kantor lainnya
	ROO.24.20.03.29
	5
	1
	9

	30
	Adanya kegiatan yang dilaksanakan dari segi administrasi membutuhkan Peralatan Rumah Tangga  dan Peralatan kantor lainnya
	ROO.24.20.03.30
	5
	1
	9

	31
	Adanya kegiatan yang dilaksanakan dari segi administrasi membutuhkan Fasilitas Kunjungan Tamu  dan Peralatan kantor lainnya
	ROO.24.20.03.31
	5
	1
	9

	32
	Pemeliharaan pada gedung aula dan sarpras lainnya pada dinas sosial
	ROO.24.20.03.32
	5
	1
	9

	33
	Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada dinas sosial setiap bulannya
	ROO.24.20.03.33
	5
	1
	9

	34
	Terbayarnya kegiatan kantor secara periodik teramasuk didalamnya honor-honor
	ROO.24.20.03.34
	5
	1
	9

	35
	Dibayarkannya kendaraan dinas/operasional berdasarkan masa habis berlaku pajak
	ROO.24.20.03.35
	5
	1
	9

	36
	 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Aula Bangunan Lainnya Pada Dinas Sosial 
	ROO.24.20.03.36
	5
	1
	9

	37
	Pemeliharaan dan Perawatan TMP Cihaseum Pandeglang
	ROO.24.20.03.37
	5
	1
	9



Berdasarkan hasil analisis risiko di atas, menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menghadapi risiko strategis dan operasional dengan skala risiko sangat rendah hingga sangat tinggi.  Risiko dengan skala tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas penanganan. Berikut adalah hasil penetapan prioritas risiko yang harus ditangani :

 TABEL 8
Kertas  Kerja  Daftar  Risiko  Prioritas

	No
	Risiko  Prioritas
	Kode Risiko
	Skala Risiko
	Pemilik Risiko
	Penyebab
	Dampak

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g

	I
	Risiko  Strategis Dinas Sosial

	1
	persentase penduduk miskin masih tinggi 
	RSO. 24.20.03.01
	19
	Dinas Sosial
	penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya masih belum optimal
	masih ditemukan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan jumlah PMKS yang masih tinggi.

	2
	Kurang optimalnya program-program perlindungan anak
	RSO.24.20.03.02
	19
	Dinas Sosial
	pembinaan dan ketrampilan bagi penanganan anak bermasalah masih terbatas.
	Belum Optimalnya 
Pemberdayaan PMKS

	3
	belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan.
	RSO.24.20.03.03
	19
	Dinas Sosial
	penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya masih belum optimal
	masih ditemukan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan jumlah PMKS yang masih tinggi.

	4
	Banyaknya  Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	RSO.24.20.03.04
	19
	Dinas Sosial
	Jumlah PMKS masih tinggi
	Ketelantaran bagi PMKS

	5
	Verifikasi dan validasi data tidak update (DTKS)
	RSO.24.20.03.05
	19
	Dinas Sosial
	verifikasi dan validasi data tidak kontinu
	Penerima bansos tidak tepat sasaran

	6
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO.24.20.03.06
	19
	Dinas Sosial
	Tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial
	PMKS jumlahnya meningkat

	7
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO.24.20.03.07
	19
	Dinas Sosial
	Tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial
	PMKS jumlahnya meningkat

	8
	data DTKS tidak akurat, tidak sinkron dan tidak lengkap
	RSO.24.20.03.08
	19
	Dinas Sosial
	kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa terkait data fakir miskin
	penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran

	II
	Risiko Operasional Dinas Sosial

	1
	Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu
	ROO.24.20.03.01
	19
	Dinas Sosial
	Kurangnya anggaran pengadaan untuk alat bantu, sulitnya KPM untuk melengkapi proposal pengajuan alat bantu  
	Tidak semua usulan pengajuan alat bantu dapat terpenuhi 

	2
	Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada 
	ROO.24.20.03.02
	19
	Dinas Sosial
	Masalah Kesejahteraan sosial yang dihadapi KPM
	Kurangnya peningkatan kualitas kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial KPM

	3
	Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan
	ROO.24.20.03.03
	23
	Dinas Sosial
	Kebutuhan penanganan dan bantuan yang diberikan berbeda beda antara satu dengan lainnya sesuai hasil assessment dilapangan
	Kurangnya peningkatan keterampilan dan fungsi sosial pada KPM

	4
	Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali 
	ROO.24.20.03.04
	23
	Dinas Sosial
	kehilangan identitas dan kehabisan ongkos diperjalanan, kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi keluarga
	Pemberian pelayanan penulusuran keluarga kurang optimal

	5
	kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten 
	ROO.24.20.03.5
	19
	Dinas Sosial
	Kurangnya kompetensi SDM, Kurangnya koordinasi antar lintas sektor terkait layanan rujukan ODGJ
	Banyaknya odgj yang belum tertangani, pelayanan rujukan ODGJ harus dilakukan keluar daerah 

	6
	Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi.
	ROO.24.20.03.6
	19
	Dinas Sosial
	Pendamping PKH sulit mendorong KPM untuk graduasi mandiri.
	Masih ada KPM PKH yang sudah sejahtera dan tidak mau graduasi mandiri.

	7
	Keterbatasan kompetensi
	ROO.24.20.03.7
	19
	Dinas Sosial
	Kurangnya SDM tenaga ahli/tenaga medis, kurangnya koordinasi dengan lintas sektor terkait 
	Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan penghuni Wisma Berkah

	8
	Kurangnya kompetensi dan komitmen
	ROO.24.20.03.8
	19
	Dinas Sosial
	Terbatasnya SDM dan sarana prasana 
	Kurang optimal dalam pemantauan pemelirahaan anak terlantar 

	9
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data
	ROO.24.20.03.9
	25
	Dinas Sosial
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman mekanisme pemutakhiran data fakir miskin oleh petugas Desa/Kelurahan
	Pemutakhiran data fakir miskin tidak maksimal, banyak warga miskin yang belum masuk DTKS

	10
	Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal
	ROO.24.20.03.10
	19
	Dinas Sosial
	Keterbatasan anggaran, fasilitas (laptop, akses internet), dan kapasitas SDM petugas desa/kelurahan
	Pemutakhiran data fakir miskin tidak maksimal, rendahnya kualitas perbaikan data

	11
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.11
	19
	Dinas Sosial
	Belum maksimalnya integrasi perencanaan bencana lintas OPD.
	Penanganan bencana belum maksimal dan bersifat parsial

	12
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.12
	19
	Dinas Sosial
	Tingginya probabilitas kejadian bencana yang bersifat accidental.
	Korban bencana banyak yang tidak mendapatkan bantuan 

	13
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.13
	19
	Dinas Sosial
	Belum maksimalnya integrasi perencanaan bencana lintas OPD.
	Penanganan bencana belum maksimal dan bersifat parsial

	14
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.14
	19
	Dinas Sosial
	Tingginya probabilitas kejadian bencana yang bersifat accidental.
	Korban bencana banyak yang tidak mendapatkan bantuan 




		Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak - pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dilingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko - risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 4 ( empat ) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya ( Probabilitas ) Risiko, Skala Tingkat Risiko ( Nilai Risiko ), dan Penetapan Selera Risiko sesuai Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 

0. Skala Dampak Risiko.

	Katagori Dampak
	Skor
	Operasional Dampak Risiko

	
	
	Keuangan
	Kinerja
	Reputasi
	Hukum

	Sangat Besar
	5
	Kerugian sangat besar  
	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai 
	Negatif, tersebar luas di banyak media 
	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana

	Besar
	4
	Kerugian besar  
	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif  
	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal 
	Pelanggaran serius, sanksi tertulis

	Sedang
	3
	Kerugian cukup besar   
	Kegiatan terhambat, kurang efektif  
	Negatif, tersebar di beberapa media lokal
	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis

	Kecil
	2
	Kerugian kecil, kurang material  
	Kegiatan terhambat, kurang efisien  
	Negatif, terdapat pemberitaan 
	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

	Sangat Kecil
	1
	Kerugian tidak material  
	Hambatan kegiat-an tertangani, tujuan tercapai 
	Ada pemberitaan negatif, Namun tidak material 
	Pelanggaran biasa, tidak ada sanksi


2.  Skala Kemungkinan Terjadinya ( Probabilitas ) Risiko 

	Kategori
Probabilitas
	Skor
	Operasional Probabilitas Risiko

	
	
	Kejadian Tunggal
	Kejadian Berulang

	Hampir Pasti 
Terjadi
	5
	Sangat sering, hampir  pasti terjadi (probabilitas > 80%)
	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun

	Sering Terjadi 
	4
	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80%) 
	Dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 Tahun

	Kadang terjadi 
	3
	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d. 60%) 
	Dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 Tahun

	Jarang Terjadi
	2
	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%) 
	Dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 Tahun

	Sangat Jarang Terjadi
	1
	Sangat  jarang terjadi (probabilitas < 20%) 
	Dapat terjadi < 2 dalam 1 Tahun




3. Skala Nilai Risiko

	Matriks Analisis Risiko
5 x 5
	Tingkat Dampak

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Sangat Kecil
	Kecil
	Sedang
	Besar
	Sangat Besar

	

Tingkat Kemungkinan
	5
	Hampir Pasti
Terjadi
	9
	15
	18
	23
	25

	
	4
	Sering Terjadi
	6
	12
	16
	19
	24

	
	3
	Kadang terjadi
	4
	10
	14
	17
	22

	
	2
	Jarang Terjadi
	2
	7
	11
	13
	21

	
	1
	Sangat JarangTerjadi
	1
	3
	5
	8
	20



4. Tingkat Risiko
	Tingkat Risiko
	Besaran Risiko
	Warna

	Sangat Tinggi ( 5 )
	20 – 25
	Merah

	Tinggi ( 4 )
	16 – 19
	Oranye

	Sedang ( 3 )
	12 – 15
	Kuning

	Rendah ( 2 )
	6 – 11
	Hijau

	Sangat Rendah ( 1 )
	1 – 5
	Biru




3. Penetapan Selera Risiko

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Resiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:   
a. Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;  
b. Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya. 

D. Pengendalian yang sudah dilakukan 

Berdasarkan hasil penetapan risiko prioritas Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko strategis dan operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, kami memetakan pengendalian yang sudah ada untuk setiap risiko prioritas, untuk memberikan gambaran langkah mitigasi yang telah diterapkan serta kebutuhan pengendalian tambahan. Hasil identifikasi sebagai berikut :

TABEL 9
Penilaian  atas  Kegiatan  Pengendalian  yang  Ada  dan  Masih  dibutuhkan (RTP  atas  hasil  Identifikasi  Risiko) a,b,c,d

	No
	Risiko  Prioritas
	Kode Risiko
	Uraian  Pengendalian yang Sudah  Ada  *)

	a
	b
	c
	d

	I
	Risiko  Strategis  Dinas Sosial
	 
	 

	1
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.01
	penyedian sandang panga serta kebutuhan lainnya

	2
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.02
	penyedian sandang panga serta kebutuhan lainnya

	3
	Keterlantaran anak tidak terpantau
	RSO. 24.20.03.03
	Memberikan pelayanan sosial anak terlantar

	5
	data DTKS tidak akurat, tidak sinkron dan tidak lengkap
	RSO. 24.20.03.04
	Verifikasi dan validasi data

	5
	kekurangan koordinasi antar pihak terkait dalam Pengelolaan sumber daya PSKS
	RSO. 24.20.03.05
	peningkatan kapasitas SDM PSKS

	6
	Kebutuhan pokok hingga dukungan psikologi dan rehabilitasi bagi korban bencana dipastikan mencukupi
	RSO. 24.20.03.06
	pemenuhankebutuhan korban bencana

	7
	keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan untuk merespon secara efektif dan efesien dari bencana
	RSO. 24.20.03.07
	kesiapsiagaan bencana

	8
	Perencanaan dan pengukuran kinerja tidak optimal
	RSO. 24.20.03.08
	komunikasi yang terbuka serta trasnparansi dalam organnisasi

	9
	kerugian finansial
	RSO. 24.20.03.09
	identifikasi resiko pendapatan, pengeluaran, dan aset 

	10
	kerugian finansial dan reputasi 
	RSO. 24.20.03.10
	meminimalkan dampak negatif dari resiko kerugian finansial dan reputasi

	11
	konflik antar pegawai
	RSO. 24.20.03.11
	komunikasi yang efektif

	12
	tidak terpenuhinya kebutuhan sarana prasaran
	RSO. 24.20.03.12
	anggaran  yang realistis untuk alokasi dana pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana

	13
	menghambat kinerja OPD
	RSO. 24.20.03.13
	Kurangnya sumber daya 

	14
	penurunan nilai asset
	RSO. 24.20.03.14
	efesiensi dalam pengelolaan aset

	II
	Risiko  Operasional  Dinas Sosial
	 
	 

	1
	Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu
	ROO.24.20.03.01
	kunjungan home visit, asesmen, dan pemberian alat bantu

	2
	Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada 
	ROO.24.20.03.02
	pemberian alat bantu untuk keluarga masyarakat penyandang disabilitas

	3
	Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan
	ROO.24.20.03.03
	memberikan bantuan untuk peningkatan ekonomi keluarga kepada perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)

	4
	Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali 
	ROO.24.20.03.04
	memberikan pelayanan penelusuran keluarga 

	5
	kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten
	ROO.24.20.03.05
	asesmen  dan rujukan terhadap ODGJ dan memberikan biaya mamin oenghuni ODGJ yang dititipkan di bani syiffa

	6
	Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi.
	ROO.24.20.03.06
	meningkatkan pengetahuan KPM PKH untuk peningkatan kesejahteraan keluarga nya

	7
	Keterbatasan kompetensi
	ROO.24.20.03.07
	pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

	8
	Kurangnya kompetensi dan komitmen
	ROO.24.20.03.08
	sumber daya manusia belum memiliki sertifikat uji kompetensi

	9
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data
	ROO.24.20.03.09
	validasi dan verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM)

	10
	Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal
	ROO.24.20.03.10
	workshop terhadap operator desa

	11
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.11
	rencanakan pengadaan untuk penyediaan makanan dan sandang korban bencana

	12
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.12
	identifikasi korban bencana alam dan non alam

	13
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.13
	aktivasi untuk SDM KSB dan kesiap siagaan mitigasi bencana

	14
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.14
	korban bencana tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya




E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 

Berdasarkan hasil identifikasi pengendalian yang sudah dilakukan, kami masih menemukan adanya celah pengendalian yang membutuhkan pengendalian tambahan, sebagai berikut : 







TABEL 10
Penilaian  atas  Kegiatan  Pengendalian  yang  Ada  dan  Masih  dibutuhkan (RTP  atas  hasil  Identifikasi  Risiko) a,b,c,e,f

	No
	Risiko  Prioritas
	Kode Risiko
	Celah  Pengendalian
	Rencana  Tindak Pengendalian

	a
	b
	c
	e
	f

	I
	Risiko  Strategis  Dinas Sosial
	 
	 
	 

	1
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.01
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	Verifikasi, penyediaaan bantuan yang teapt dan ter koordinasi

	2
	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar PMKS
	RSO. 24.20.03.02
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	Verifikasi, penyediaaan bantuan yang teapt dan ter koordinasi,  serta pemberdayaan ppks

	3
	Keterlantaran anak tidak terpantau
	RSO. 24.20.03.03
	Reaksi cepat terhadap penanganan anak terlantar
	melakukan pendataan terhadap anak terlantar

	5
	data DTKS tidak akurat, tidak sinkron dan tidak lengkap
	RSO. 24.20.03.04
	memantau pembaharuan sata secara online
	pemanfaatan dta DTKS untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran

	5
	kekurangan koordinasi antar pihak terkait dalam Pengelolaan sumber daya PSKS
	RSO. 24.20.03.05
	peningkatan komunikasi, informasi, dan moordinasi yang jelas
	evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

	6
	Kebutuhan pokok hingga dukungan psikologi dan rehabilitasi bagi korban bencana dipastikan mencukupi
	RSO. 24.20.03.06
	memberikan pembinaan mental psikolog kepada korban bencana
	mitigasi bencana

	7
	keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan untuk merespon secara efektif dan efesien dari bencana
	RSO. 24.20.03.07
	keterbatasan SDM
	mitigasi bencana

	8
	Perencanaan dan pengukuran kinerja tidak optimal
	RSO. 24.20.03.08
	target yang jelas dan realistis
	evaluasi secara berkala  

	9
	kerugian finansial
	RSO. 24.20.03.09
	identifikasi dampak potensial resiko finansial
	menghindari resiko yang menimbulkan potensi kerugian finansial

	10
	kerugian finansial dan reputasi 
	RSO. 24.20.03.10
	melindungi reputasi
	meningkatkan kepercayaan

	11
	konflik antar pegawai
	RSO. 24.20.03.11
	menciptakan lingkungan yang nyaman
	komunikasi yang efektif

	12
	tidak terpenuhinya kebutuhan sarana prasaran
	RSO. 24.20.03.12
	prioritaskan kebutuhan sarana prasana yang urgent
	identifikasi kebutuhan secara rinci sarana prasarana yanng diperlukan

	13
	menghambat kinerja OPD
	RSO. 24.20.03.13
	aturan dan birokrasi
	memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai

	14
	penurunan nilai asset
	RSO. 24.20.03.14
	perubahan teknologi, kerusakan fisik, dan melalkukan penilaian kembali
	mempertahankan nilai aset

	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Risiko  Operasional  Dinas Sosial
	 
	 
	 

	1
	Banyaknya KPM yang membutuhkan alat bantu
	ROO.24.20.03.01
	pelayanan terhadap duisabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis diluar panti
	meningkatkan program melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga

	2
	Tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan, jika pemberian bimbingan tidak tepat maka dapat memperburuk masalah mental dan emosional yang sudah ada 
	ROO.24.20.03.02
	pendampingan untuk ppks
	edukasi dan sosialisasi

	3
	Tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan mandiri pada KPM, sehingga KPM bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan
	ROO.24.20.03.03
	mendorong kemandirian masyarakat
	memberikan pelatihan dan keterampilan bagi PPKS yang memiliki usaha kecil

	4
	Jumlah orang terlantar yang tidak terprediksi datangnya, Pihak keluarga yang sulit menerima kembali 
	ROO.24.20.03.04
	banyaknya orang terlantar yang kehilangan jejak domisili
	mwningkatkan pelayanan terhadap orang terlantar

	5
	kurangnya sarana dan prasana untuk penanganan layanan rujukan ODGJ di Kabupaten
	ROO.24.20.03.05
	banyaknya ODGJ terlantar
	peningkatan pelayanan terhadap ODGJ terlantar

	6
	Kurangnya komitmen peserta, kurangnya sarana dan prasarana, serta kesulitan implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari, peserta yang sudah mandiri namun enggan graduasi.
	ROO.24.20.03.06
	edukasi kepada KPM PKH
	peningkatan SDM bidang sosial dan KPM PKH

	7
	Keterbatasan kompetensi
	ROO.24.20.03.07
	pengembangan diri 
	menetapkan standar kompetensi yang jelas sebagai acuan

	8
	Kurangnya kompetensi dan komitmen
	ROO.24.20.03.08
	bekerja tidak sesuai kommpetensi
	PSKS mengikuti uji kompetensi dan pembinaan

	9
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk yang valid dalam pemadanan dan pemutkahiran data
	ROO.24.20.03.09
	jumlah data fakir miskin yang tidak di update 
	perbaikan data kedalam sistem

	10
	Pelaksanaan pemutakhiran dan updating data kurang optimal
	ROO.24.20.03.10
	penerima bantuan tidak tepat sasaran
	perbaikan data kedalam sistem

	11
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.11
	tersedianya lumbung sosial di daerah rawan bencana
	penyediaan logistik pasca bencana

	12
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.12
	korban bencana alam dan non alam tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	buffer stock untuk korban bencana alam

	13
	Belum maksimalnya pemanfaatan pemetaan bencana dan mitigasi bencana yang dikeluarkan BPBD
	ROO.24.20.03.13
	penanganan dampak bencana alam dan non alam berupa permakanan 
	bencana mendapat perlindungan sosial

	14
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	ROO.24.20.03.14
	terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap korban dampak bencana
	perlindungan sosial terhadap korbanbencana alam dan non alam 





Berdasarkan identifikasi risiko prioritas Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024, ditemukan celah pengendalian pada risiko strategis dan operasional, seperti : rendahnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM, graduasi mandiri KPM PKH masih rendah, belum terpenuhi hak-hak anak dalam bentuk pelayanan., persentase penduduk miskin masih tinggi, Kurang optimalnya program-program perlindungan anak, PMKS  yang membutuhkan rehabilitasi sosial belum terhimpun dalam database. kebutuhan PMKS, Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin tidak terjamin, Terbatasnya Sumber daya manusia bidang sosial, Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana, Reformasi tidak berjalan sesuai target, Implementasi reformasi birokrasi berjalan tidak sesuai rencana, Belum optimalnya koordinasi antar lintas OPD dalam pelaksanaan realisasi kinerja OPD, TMT tidak dikelola dengan baik. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi : Pemenuhan kebutuhan dasar ppks, 'Pendampingan dan pembinaan kpm yang potensial, Perlindungan terhadap anak terlantar, pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin Pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak hak anak dan upaya melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi, Menyusun data kebutuhan pmks yang akurat, peningkatan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui program dan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pembinaan serta perbaikan sistem rekruitmen dan seleksi, menyalurkan bantuan  kepada keluarga miskin dan rawan sandang pangan terutama keluarga dengan pengeluaran terbawah, evaluasi yang efektif dan komitmen pimpinan, komitmen dari pimpinan berorientasi pada aturan dan kesesuaian rencana, peningkatan komunikasi, pembentukan tim koordinasi, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi berkala, pemeliharaan rutin diarea di TMP. Langkah ini mendukung tujuan strategis peningkatan pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan sesuai RPJMD 2021-2026.























BAB V
                      RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI


Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Sosial pada tahun 2024 telah merumuskan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi risiko strategis dan operasional guna mendukung tujuan strategis, yaitu meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pengkomunikasian kegiatan pengendalian dilakukan melalui berbagai media, seperti sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan internal Dinas Sosial. Berikut adalah rencana dan realisasi pengkomunikasian kegiatan pengendalian berdasarkan risiko yang diidentifikasi :


TABEL 11
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

	No
	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan
	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
	Penyedia Informasi
	Penerima Informasi
	Rencana Waktu Pelaksanaan
	Realisasi Waktu Pelaksanaan

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g

	I
	Risiko Strategis Dinas Sosial
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	per Semester

	2
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	per Semester

	3
	Reaksi cepat terhadap penanganan anak terlantar
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	Per Triwulan

	4
	memantau pembaharuan data secara online
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	per Semester

	5
	peningkatan komunikasi, informasi, dan koordinasi yang jelas
	FGD
	BPKD
	DINSOS
	Tahun 2024
	Setiap Bulan

	6
	memberikan pembinaan mental psikolog kepada korban bencana
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	Setiap Kejadian bencana

	7
	keterbatasan SDM
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	Per Tahun

	8
	target yang jelas dan realistis
	FGD
	BAPPEDA
	DINSOS
	Tahun 2024
	Triwulan I

	9
	identifikasi dampak potensial resiko finansial
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	Triwulan I

	10
	kerugian finansial dan reputasi 
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	-

	11
	menciptakan lingkungan yang nyaman
	FGD
	BPKPSDM
	DINSOS
	Tahun 2024
	Setiap hari

	12
	prioritaskan kebutuhan sarana prasana yang urgent
	FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS
	Tahun 2024
	Triwulan I

	13
	aturan dan birokrasi
	FGD
	INSPEKTORAT
	DINSOS
	Tahun 2024
	Per Tahun

	14
	perubahan teknologi, kerusakan fisik, dan melalkukan penilaian kembali
	FGD
	BPKD
	DINSOS
	Tahun 2024
	Triwulan IV

	II
	Risiko Operasional Dinas Sosial
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	pelayanan terhadap disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis diluar panti
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan III

	2
	pendampingan untuk ppks
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Per Triwulan

	3
	mendorong kemandirian masyarakat
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan IV

	4
	banyaknya orang terlantar yang kehilangan jejak domisili
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan II

	5
	banyaknya ODGJ terlantar
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan II

	6
	edukasi kepada KPM PKH
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan II dan IV

	7
	pengembangan diri 
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Per Triwulan 

	8
	bekerja tidak sesuai kommpetensi
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan IV

	9
	jumlah data fakir miskin yang tidak di update 
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan I

	10
	penerima bantuan tidak tepat sasaran
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Sewaktu Penyaluran bantuan

	11
	tersedianya lumbung sosial di daerah rawan bencana
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Triwulan 

	12
	korban bencana alam dan non alam tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Setiap Kejadian bencana

	13
	penanganan dampak bencana alam dan non alam berupa permakanan 
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Setiap Kejadian bencana

	14
	Jumlah korban bencana dengan bantuan yang diberikan tidak sebanding (jumlah bantuan lebih sedikit) karena keterbatasan anggaran
	Sosialisasi / FGD
	Dinas Sosial
	DINSOS & Masyarakat
	Tahun 2024
	Setiap Kejadian bencana



Rencana pengkomunikasian kegiatan pengendalian Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2024 mencakup sosialisasi dan FGD untuk memastikaan data PMKS selalu ter update terkait risiko strategis dan operasional. Penyedia informasi meliputi BPKD, Bappeda, BKPSDM, dan Dinsos, dengan penerima utama adalah Internal DINSOS dan Masyarakat Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan pengkomunikasian ini akan mendukung implementasi pengendalian risiko, sehingga memperkuat pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan sesuai RPJMD 2021-2026.
	 Informasi dan komunikasi  merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang di inginkan. 













                               BAB  VI
           RANCANGAN PEMANTAUAN


Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang telah merancang pemantauan atas kegiatan pengendalian intern pada tahun 2024 untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko strategis dan operasional, sejalan dengan tujuan strategis yaitu meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kegiatan pengendalian, seperti penyusunan SOP, pedoman, dan pengembangan budaya organisasi, guna mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Berikut adalah rancangan pemantauan, metode, penanggung jawab, rencana waktu, realisasi, dan keterangan untuk setiap kegiatan pengendalian.

Tabel 12
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN

	No
	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan
	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan 
	Penanggung Jawab Pemantauan
	Rencana Waktu pelaksanaan Pemantauan 
	Realisasi Waktu Pelaksanaan

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	I
	Risiko Strategis Dinsos
	 
	 
	 
	 

	1
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	per Semester

	2
	memastikaan data PMKS selalu ter update
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	per Semester

	3
	Reaksi cepat terhadap penanganan anak terlantar
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Per Triwulan

	4
	memantau pembaharuan sata secara online
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	per Semester

	5
	peningkatan komunikasi, informasi, dan moordinasi yang jelas
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Setiap Bulan

	6
	memberikan pembinaan mental psikolog kepada korban bencana
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Setiap Kejadian bencana

	7
	keterbatasan SDM
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Per Tahun

	8
	target yang jelas dan realistis
	Monev/Review
	Bappeda
	2024
	Triwulan I

	9
	identifikasi dampak potensial resiko finansial
	Monev/Review
	bpkd
	2024
	Triwulan I

	10
	kerugian finansial dan reputasi 
	Monev/Review
	bpkd
	2024
	-

	11
	menciptakan lingkungan yang nyaman
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Setiap hari

	12
	prioritaskan kebutuhan sarana prasana yang urgent
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Triwulan I

	13
	aturan dan birokrasi
	Monev/Review
	setda/inspektorat
	2024
	Per Tahun

	14
	perubahan teknologi, kerusakan fisik, dan melalkukan penilaian kembali
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Triwulan IV

	II
	Risiko Operasional Dinsos
	 
	 
	 
	 

	1
	pelayanan terhadap disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandang pengemis diluar panti
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Triwulan III

	2
	pendampingan untuk ppks
	Monev/Review
	Dinsos
	2024
	Per Triwulan

	3
	mendorong kemandirian masyarakat
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Rancangan pemantauan kegiatan pengendalian intern Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menggunakan metode Monev dan Reviu. Rencana pelaksanaan dijadwalkan pada tahun 2024. Percepatan pelaksanaan pemantauan diperlukan untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko strategis dan operasional, sehingga mendukung tujuan strategis Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Dan Meningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai RPJMD 2021-2026.
	      	 Pemantauan dilingkungan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan resiko telah sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian resiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pengetahuan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dbuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah drancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 









BAB VII 
P E N U T U P


Penerapan Manajement risiko perangkat  daerah pada prinsipnya  harus berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja daerah. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan dengan proses manajemen risiko yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu serta harus berdasarkan informasi yang komprehensif yaitu data historis dan pengalaman dari seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya di internal tapi eksternal.
Dari hasil penilaian risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dapat diambil kesimpulan bahwa Risiko dengan kategori “ Sangat tinggi ” berjumlah 3 risiko, Risiko dengan kategori “ Tinggi ” berjumlah 19 risiko, Risiko dengan kategori “ Sedang ” berjumlah 10 risiko, Risiko dengan kategori “ Rendah ” berjumlah 39 risiko. Risiko dengan kategori “ Sangat Rendah ” berjumlah 2 risiko. Secara prosentase, Risiko “ Rendah ” menempati tingkat tertinggi, dalam arti secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tetap harus terus diupayakan pengendalian resiko secara maksimal, sehingga pencapaian kegiatan berjalan dengan baik.  Demikian Penilaian Resiko Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 disusun sebagai salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya pada lingkungan Dinas Sosial.



Pandeglang,      September  2024.
         Kepala Dinas Sosial
      Kabupaten Pandeglang
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